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Penelitian ini berjudul “Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern 
Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah 
(BMH) Cabang Makassar”, merupakan sebuah studi evaluatif untuk mengetahui 
efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pada Lembaga Amil Zakat 
Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode analisis kualitatif 
(deskriptif) dan metode evaluatif, yaitu dengan mengevaluasi elemen-elemen 
sistem pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pengawasan, dan 
mengevaluasi tujuan pengendalian intern yang meliputi keandalan pelaporan 
keuangan, efektivitas dan efisisensi operasi serta kesesuaian dengan undang-
undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian menganalisis bagaimana pengaruh 
sistem pengendalian intern pengelolaan zakat tersebut dalam kaitannya dengan 
tata kelola zakat yang baik. 
Secara umum sistem pengendalian intern yang diterapkan sudah sangat baik. 
Dengan sistem pengendalian intern yang baik tersebut dan didukung dengan 
kebijakan-kebijakan lainnya, maka Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar dapat mewujudkan tata kelola zakat yang 
baik. Namun diharapkan lembaga ini bisa melakukan beberapa penyempurnaan ke 
depannya. Salah satunya dengan melengkapi setiap prosedur pengelolaan zakat 
dengan bagan alir (flow chart) yang menjelaskan secara detail setiap prosedur 
pengelolaan zakat tersebut kepada para amil, muzakki, maupun mustahiq.  
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Andi Zulfayani. 2011. Evaluative Study on Internal Control System of Zakat 
Management at National Institute of Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 
Makassar Branch. (Assisted by : DR. H. Abdul Hamid Habbe, SE, M.Si and Drs. 
Syarifuddin Rasyid, M.Si). 
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This research  entitled “Evaluative Study on Internal Control System of Zakat 
Management at National Institute of Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 
Makassar Branch” is an evaluative study to determinate the effectiveness of the 
implementation  of internal control system at National Institute of Amil Zakat  
Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Makassar Branch. 
In this research, researcher used qualitative methods of analysis (descriptive) 
and evaluative methods, namely by evaluating elements of internal control system 
which included control environment, risk management, control activities, 
information and communication, and monitoring, and by regarding achievement 
of objectives which included reliability of financial reporting, effectiveness and 
efficiency of operation, and compliance with applicable laws and regulations. 
Researcher then analyzed the influence of the internal control system of zakat 
management in relation to good zakat governance. 
In general, the internal control system has been very well implemented. With 
such a good system of internal control and supports from other policies, the  
National Institute of Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Makassar 
Branch can realize a good zakat governance. However, this institution is expected  
to make several improvement in the future. One of them is by complementing each 
procedure of zakat management with the flow chart, which explains each of these 
zakat management procedures in details to the amil, muzakki and mustahiq.  
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Islam adalah agama yang kompleks dan universal. Kompleksitas 
ajarannya mencakup berbagai lini kehidupan manusia, sebagai cerminan 
bahwa agama ini adalah agama yang fitrah. Sedangkan universalitas Islam 
menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dibutuhkan oleh segenap 
umat manusia, di dunia di setiap waktu dan tempat.   
Islam dibangun di atas lima pilar yang terangkum dalam rukun Islam. 
Zakat yang merupakan rukun ketiga dari lima rukun Islam tersebut tidak 
seperti shalat ataupun puasa yang relatif umum di masyarakat, namun 
pemahaman masyarakat dalam memahami zakat masih sedikit di bawah shalat 
dan puasa. Dari pemahaman yang terkesan sekenanya itu timbullah beberapa 
persepsi yang salah dan tanpa disadari oleh masyarakat itu sendiri menjadi 
zakat terkesan sebagai ibadah yang tidak penting. Padahal di dalam Al Qur’an, 
Allah Subhanahu wa Ta’ala mengaitkan zakat dengan shalat pada hampir 82 
tempat (Dr. Khalid bin Ali al-Musyaiqih, 2010 : 3), di antaranya firman Allah 
dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 43 berikut : 
             
Artinya :  
“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 
beserta orang-orang yang rukuk.”  
Secara substantif, zakat adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang 
berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta 
orang yang berkelebihan dan disalurkan untuk orang yang kekurangan, namun 
zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena 
zakat hanya diambil dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib 
dizakati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Al Qur’an 
surah At-Taubah 103 berikut : 
           
    
 
Artinya : 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
 
Maksud “membersihkan” dalam ayat tersebut adalah zakat 
membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada 
harta benda dan “mensucikan” maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat 
kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta benda. 
Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi 
maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di 
satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari 
kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang kepada 
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Di sisi lain, zakat merupakan variabel utama 
dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman 
untuk terus berlangsung. 
Ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) 
dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (muzakki) untuk kemudian 
diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Petugas yang 
mengambil dan menjemput itu adalah para amil zakat.  
Menurut Imam Qurthubi, amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan 
(diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung 
dan mencatat zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan 
kepada yang berhak menerimanya. 
Sejarah perjalanan profesi amil zakat telah ditorehkan berabad silam dan 
telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu ’alaihi wassallam dan para 
sahabatnya. Rasulullah pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku 
Asad yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Beliau 
juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. 
Beliau juga pernah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, yang disamping 
bertugas sebagai da’i, juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat.   
Di Indonesia sendiri, sejarah kelahiran amil zakat telah digagas sejak 13 
abad silam saat Islam mulai masuk ke bumi nusantara. Sejak itu, cahaya Islam 
menerangi tanah air yang membentang dari Aceh hingga Papua. Setahap demi 
setahap masyarakat di berbagai daerah mulai mengenal, memahami dan 
akhirnya mempraktikkan Islam. Namun, dalam perjalanan yang telah 
melewati masa berabad-abad tersebut, praktik pengelolaan zakat masih 
dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah yaitu secara individual. 
Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, kaum 
muslimin di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan 
zakat. Masyarakat mulai merasakan perlunya organisasi atau lembaga yang 
khusus mengelola zakat maupun infaq dan shadaqah.  
Masyarakat percaya bahwa pengelolaan zakat yang efektif dan efisien 
tentu tidak dilakukan dengan sendiri-sendiri oleh muzakki, tetapi perlu 
dikelola secara sistematis, terkoordinasi dan terorganisasi dengan baik 
(Mahmudi, 2009).  Dalam hal ini, Organisasi Pengelola Zakat sebagai amil 
memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan 
mendukung tegaknya rukun Islam. 
Dukungan pemerintah terhadap keberadaan dan peran Organisasi 
Pengelola Zakat pun semakin besar yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya 
peraturan perundangan di bidang zakat misalnya Undang-undang No.38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama 
No.581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Zakat. Dari kalangan profesi akuntan, yaitu Ikatan 
Akuntan Indonesia (IAI) pun telah mengeluarkan exprosure draft PSAK 
No.109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Mahmudi, 2009).  
Saat ini, pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia semakin 
pesat. Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan lembaga amil milik 
pemerintah tersebar di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga 
kecamatan. Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan 
lembaga amil yang dikelola masyarakat juga mengalami perkembangan yang 
pesat. Sampai tahun 2009, tercatat bahwa terdapat 18 LAZ tingkat nasional 
yang mendapat pengukuhan Menteri Agama. Sementara itu, total Lembaga 
Amil Zakat di semua tingkatan sudah mencapai 500 lembaga (Hamid, 2009).     
Lembaga pengelola zakat pada hakekatnya termasuk kategori lembaga 
publik karena mengelola dana publik. Lembaga amil zakat  berperan sebagai 
wadah bagi terwujudnya filantropi Islam (kedermawanan dalam Islam). Sudah 
menjadi kewajiban bagi lembaga publik untuk mempertanggung jawabkan 
dana-dana yang dikelolanya kepada publik secara transparan. Maka setiap 
lembaga pengelola zakat dituntut dapat menjadi trustable institution (Nana 
Minarti, 2011). 
Hingga saat ini, pertumbuhan LAZ dari tahun ke tahun terus 
menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meski terdapat kendala dan 
kekurangan yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Kemajuan 
tersebut melahirkan kebutuhan terhadap piranti yang dimiliki oleh setiap 
lembaga pengelola zakat yang dituntut agar bekerja secara profesional, 
amanah, transparan dan akuntabel.      
Maraknya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah 
indikasi positif. Karena jika dilihat antara potensi zakat dan realisasi 
penghimpunan zakat di Indonesia, masih terjadi gap yang sangat jauh. Potensi 
zakat yang diduga mencapai Rp 100 triliun per tahun (Didin Hafidhuddin, 
Republika), baru terkumpul Rp 1,3 triliun (data FOZ 2009). Artinya, potensi 
zakat yang belum tergali masih besar. Masih tersimpan kekuatan hebat zakat 
yang apabila terhimpun dengan baik, dapat membantu mengurangi kemiskinan 
di Indonesia yang jumlahnya mencapai 31 juta lebih. 
Rasio penghimpunan zakat di Indonesia yang masih tergolong rendah 
tersebut bisa disebabkan karena beberapa faktor, antara lain : 
 Kepatuhan membayar zakat yang masih rendah; 
 Banyak muzakki yang menyalurkan sendiri zakatnya, tidak melalui 
badan/lembaga amil zakat sehingga tidak terdata; 
 Belum optimalnya badan/lembaga amil zakat; 
 Belum tegasnya sanksi bagi penghindar dan penggelap zakat; 
 Belum adanya insentif yang memadai bagi masyarakat yang taat zakat; 
 Masih adanya anggapan di sebagian masyarakat bahwa zakat sama 
dengan pajak sehingga jika sudah membayar pajak maka sama dengan 
membayar zakat; 
 Sistem administrasi zakat yang belum optimal sebagaimana 
administrasi pajak; 
 Zakat belum dianggap sebagai kewajiban namun baru dianggap anjuran 
kebaikan; 
 Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham cara menghitung 
zakat; 
 Masih adanya sebagian masyarakat yang belum paham perbedaan 
zakat, infaq/shadaqah dan wakaf; 
 Pemerintah belum menjadikan zakat sebagai instrumen fiskal yang 
penting bagi keuangan negara. 
Dari beberapa faktor penyebab belum optimalnya zakat tersebut 
sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, 
Organisasi Pengelola Zakat sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis 
untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Namun 
hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian intern dalam Organisasi 
Pengelola Zakat tersebut juga sudah efektif. Dengan kata lain optimalisasi 
zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem 
pengendalian intern yang efektif, di mana dapat berperan dalam terwujudnya 
tata kelola zakat yang baik (good zakat governance). 
Jika dicermati, prinsip tata kelola zakat yang baik (good zakat 
governance) dapat diadobsi dari beberapa prinsip good governance yang sama 
di sektor publik dengan modifikasi dan penambahan seperlunya, disesuaikan 
dengan sifat dan karakteristik Organisasi Pengelola Zakat. Beberapa prinsip 
good zakat governance yang layak dimasukkan, misalnya 1) accountability, 2) 
transparency, 3) responsiveness, 4) equity/fairness, 5) maslach orientation 
(berorientasi pada kemaslahatan umat), 6) efficiency and effectiveness dan 7) 
rule of syariah law. (Mahmudi, 2009)    
Salah satu Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Makassar adalah 
Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang 
Makassar. Lembaga amil zakat ini juga berperan dalam memberdayakan zakat 
dan menegakkan rukun Islam di masyarakat Indonesia pada umumnya, dan 
masyarakat Makassar pada khususnya. Sehingga pengelolaan zakat pada 
Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar pun harus efektif dan 
tentunya berawal dari sistem pengendalian intern yang efektif pula.   
Penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian tentang sejauh 
mana pengaruh sistem pengendalian intern dalam kaitannya dengan efektivitas 
pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar tersebut.  Oleh karena itu, penulis 
mengajukan judul “Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern 
Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar.”  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat 
beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Bagaimana prosedur pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat 
Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar? 
2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada Lembaga Amil 
Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar? 
3. Bagaimana sistem pengendalian intern berperan dalam efektivitas 
pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar agar terwujud tata kelola zakat 
yang baik (good zakat governance)? 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan zakat pada Lembaga Amil 
Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar.  
2. Untuk mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern pada 
Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang 
Makassar.  
3. Untuk mengevaluasi pengaruh penerapan sistem pengendalian intern 
terhadap efektivitas pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat 
Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar agar 
terwujud tata kelola zakat yang baik (good zakat governance). 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang 
diperoleh di bangku perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dalam 
rangka memecahkan masalah secara ilmiah. 
2. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 
Cabang Makassar 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar khususnya dalam menetapkan 
kebijakan dalam pengelolaan zakat. 
3. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan 
wawasan serta khasanah kepustakaan, khususnya di Fakultas Ekonomi 
Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin.  
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini mengemukakan terori-teori yang mendukung penelitian, 
yaitu teori-teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern, 
zakat dan pengelolaan zakat serta tata kelola zakat yang baik (good 
zakat governance). Di samping itu, juga mengemukakan beberapa 
hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.   
 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, metode pengumpulan 
data, jenis dan sumber data, metode analisis data, serta tahap-tahap 
penelitian. 
BAB IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Lembaga Amil Zakat 
Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar, termasuk di 
dalamnya sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, pembagian 
tugas, sumber daya insani.  
 
BAB V.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan analisis data yang mencakup analisis terhadap 
prosedur pengelolaan zakat, evaluasi penerapan sistem pengendalian 
intern terhadap pengelolaan zakat serta bagaimana pengaruh sistem 
pengendalian intern tersebut terhadap good zakat governance pada 
Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang 
Makassar. 
 
BAB VI. PENUTUP 
Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta 
keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan  
Beberapa kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Secara umum, pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional 
Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar terdiri atas :  
a) Perencanaan, meliputi : perencanaann program, pengumpulan data 
muzakki atau donatur dan mustahiq atau orang-orang yang berhak 
menerima zakat, serta pengembangan muzakki atau donator baru. 
b) Penghimpunan, meliputi pengorganisasian dan pelaksanaan atas 
penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah yang berasal dari dana 
masyarakat, dana lembaga amil dan bagi hasil bank/jasa giro. 
c) Pendayagunaan, meliputi : pendayagunaan dalam bentuk program 
pendidikan, program dakwah, program sosial-kesehatan dan program 
ekonomi, baik yang sifatnya nasional maupun lokal. 
d) Pengawasan, yakni pengawasan atas pengelolaan zakat baik dari sisi 
sya’riah, manajemen maupun keuangan.  
2. Pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal 
Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar sesuai dengan mandat Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam Al Qur’an dan Hadits serta ajaran Islam tentang pengelolaan zakat. 
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan zakat pada 
Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang 
Makassar efektif dan sangat memadai dan memenuhi kelima elemen 
sistem pengendalian intern, yaitu :  
a. Lingkungan pengendalian (control environment) 
Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan dan prosedur 
pengendalian secara umum telah diterapkan dengan efektif, meliputi : 
1) Integritas dan nilai etika,  
2) Komitmen atas kompetensi, 
3) Filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan, 
4) Struktur organisasi, 
5) Keterlibatan Dewan Pengawas,  
6) Kebijakan Sumber Daya Manusia dan aplikasinya. 
 
b. Penilaian risiko (risk assessment) 
Penilaian risiko telah diterapkan dalam hal penetapan 
perencanaan strategis, penetapan proses penilaian risiko, serta 
perubahan standar akuntansi atau pemakaian standar akuntansi baru. 
 
c. Aktivitas pengendalian (control activities) 
Aktivitas pengendalian yang dilaksanakan pada lembaga ini 
meliputi pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, review terhadap 
kinerja dan management assessment 
 
d. Informasi dan komunikasi (information and communication) 
Pengendalian intern lembaga ini dalam hal informasi dan 
komunikasi meliputi : 
1) Kualitas informasi, yaitu adanya laporan keuangan dengan akurat 
dan tepat waktu serta transparansi atas laporan keuangan tersebut 
kepada publik. 
2) Ketersediaan informasi, yakni informasi yang dibutuhkan oleh 
Dewan Pengawas atau Pembina maupun publik atau masyarakat 
secara umum. 
3) Updating informasi, dengan memiliki prosedur khusus untuk 
menyusun dan memodifikasi sistem akuntansi dan pengendalian.  
 
e. Pengawasan (monitoring) 
Pihak manajemen senantiasa mengawasi pengendalian untuk 
mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut beroperasi 
sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut 
dimodifikasi sebagaimana mestinya jika terjadi perubahan kondisi. 
 
4. Efektifitas penerapan sistem pengendalian intern pengelolaan zakat pada 
Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang 
Makassar juga dapat dilihat dari dari segi tercapainya tujuan sistem 
pengendalian intern itu sendiri, yang meliputi keandalan pelaporan 
keuangan, efektifitas dan efisisiensi operasi serta kesesuaian dengan 
undang-undang dan peraturan yang berlaku 
5. Manajemen risiko erat kaitannya dengan sistem pengendalian intern 
karena mengingat pengendalian merupakan setiap tindakan yang diambil 
oleh manajemen untuk mengelola ketidakpastian baik dari sesuatu yang 
belum diketahui maupun dari sesuatu yang sudah diketahui serta 
bagaimana meningkatkan kemungkinan bahwa sasaran atau target yang 
ditetapkan akan dapat tercapai.  
6. Untuk meminimalkan risiko yang dihadapi, Lembaga Amil Zakat Nasional 
Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar belum menerapkan 
sebuah mekanisme khusus untuk manajemen risiko, tapi menerapkan 
sebuah mekanisme evaluasi harian atas target-target yang telah ditetapkan 
dalam Rencana Induk Pengembangan BMH Cabang Makassar sehingga 
dapat meminimalisir terjadinya risiko. 
7. Dengan terwujudnya sistem pengendalian intern yang efektif, maka tata 
kelola zakat yang baik (good zakat governance) pada Lembaga Amil 
Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar bisa 
terwujud. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya prinsip-prinsip tata kelola 
zakat yang baik (good zakat governance), yaitu :  
a. Akuntabilitas (accountability) 
b. Transparansi (transparancy) 
c. Daya tanggap (responsiveness) 
d. Keadilan (equity/fairness) 
e. Berorientasi pada kemaslahatan umat (maslahah orientation) 
f. Efisien dan efektif (efficiency and effectiveness) 
g. Dalam kerangka hukum syari’ah (rule of syari’ah) 
 
6.2 Saran  
Beberapa saran yang diajukan oleh penulis adalah: 
1. Terkait dengan pengelolaan zakat, sebaiknya setiap prosedur pengelolaan 
zakat dilengkapi dengan bagan alir (flow chart) yang menjelaskan secara 
detail mengenai setiap prosedur pengelolaan zakat dan dipublikasikan 
sehingga tidak hanya berguna bagi amil sendiri tapi juga bagi muzakki 
karena muzakki bisa mengetahui dari bagan alir (flow chart) tersebut 
bagaimana alur pengelolaan zakat yang telah mereka salurkan sampai 
kepada mustahiq.  
2. Selain menerapkan sistem evaluasi harian, sebaiknya BMH Cabang 
Makassar menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan 
menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan muzakki, mustahiq dan 
pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun 
ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku karena hal ini dapat 
berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan zakat secara keseluruhan. 
3. Terus berinovasi dalam membuat program-program BMH yang 
dibutuhkan oleh muzakki maupun mustahiq ataupun masyarakat umum 
yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat dalam rangka mewujudkan 
peran kontributif dan produktif zakat untuk menanggulangi masalah 
kemiskinan di Indonesia.  
 
 
6.3 Keterbatasan Penelitian 
Hasil penelitian ini belumlah bisa dikatakan sempurna karena banyaknya 
keterbatasan yang menyebabkan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 
antara lain :  
a. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu objek penelitian sehingga tidak 
bisa mewakili lembaga-lembaga amil zakat yang lain, khususnya di 
Makassar.  
b. Penelitian ini hanya melibatkan responden dari pihak internal Lembaga 
Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar  
sehingga hasil penelitian yang diperoleh bisa saja berbeda jika penelitian 
juga melibatkan pihak eksternal, seperti muzakki, munfiq, mushaddiq 
maupun masyarakat secara umum.  
c. Tidak semua lembaga amil zakat mengacu pada elemen-elemen sistem 
pengendalian intern yang sama tergantung dari fokus utama atau visi dan 
misi lembaga amil tersebut sehingga pengaruh yang ditimbulkan dari 
penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan zakat yang 
dihimpunnya juga akan berbeda-beda.  
 
 
